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ABSTRAK
Studi kualitatif ini mengeksplorasi implementasi layanan publik berbasis digital di organisasi sektor 
publik negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status, efektivitas, dan tantangan yang 
dihadapi dalam implementasi platform digital untuk penyampaian layanan publik. Melalui kombinasi 
wawancara, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen, wawasan dikumpulkan dari berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, penyedia layanan, dan warga. Analisis tematik 
digunakan untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan 
pelaksanaan layanan publik digital. Temuan menunjukkan kelebihan dan kelemahan dalam platform digital 
yang ada, serta wawasan tentang tingkat keterlibatan warga, infrastruktur teknologi, kerangka regulasi, dan 
kapasitas institusi. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada wacana lebih luas tentang tata kelola 
digital dan administrasi publik di Indonesia, dengan menekankan perlunya memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan penyampaian layanan dan mempromosikan praktik tata kelola yang berpusat pada warga. 
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ABSTRACT
This qualitative study explores the implementation of digital-based public services within the country’s 
public sector organizations. The research aims to investigate the current status, effectiveness, and 
challenges encountered in the deployment of digital platforms for public service delivery. Through a 
combination of interviews, focus group discussions, and document analysis, insights are gathered from 
various stakeholders, including government officials, service providers, and citizens. Thematic analysis is 
employed to identify recurring patterns and underlying factors influencing the adoption and execution of 
digital public services. The findings reveal both strengths and weaknesses in existing digital platforms, as 
well as insights into citizen engagement levels, technological infrastructure, regulatory frameworks, and 
institutional capacities. Ultimately, this research contributes to the broader discourse on digital governance 
and public administration in Indonesia, emphasizing the need to leverage technology to enhance service 
delivery and promote citizen-centric governance practices. 
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik berbasis digital di 
organisasi sektor publik di Indonesia menjadi 
semakin penting seiring dengan dorongan menuju 
transformasi digital dalam penyelenggaraan 
layanan publik. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi telah memungkinkan 
adopsi solusi digital yang dapat meningkatkan 
efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan 
kepada masyarakat. Sebagai respons terhadap 
perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia 
telah mengadopsi berbagai strategi dan inisiatif 
digital.

Salah satu strategi utama yang ditempuh 
adalah pengembangan platform digital yang 
memungkinkan akses yang lebih mudah 
dan cepat terhadap layanan publik. Melalui 
platform-platform ini, masyarakat dapat 
mengakses berbagai layanan tanpa harus 
menghadiri kantor-kantor pemerintah secara 
fisik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
efisiensi dan mengurangi birokrasi.

Selain itu, pemerintah juga aktif dalam 
menggalakkan program-program pelatihan dan 
sosialisasi mengenai literasi digital di berbagai 
lapisan masyarakat. Tujuan dari program-
program ini adalah untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang penggunaan 
teknologi digital dalam akses dan penggunaan 
layanan publik. Dengan demikian, diharapkan 
masyarakat dapat lebih mandiri dalam 
mengakses layanan-layanan publik secara 
digital.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, 
diharapkan pelayanan publik berbasis digital 
di organisasi sektor publik di Indonesia dapat 
terus berkembang dan memberikan manfaat 
yang lebih besar bagi masyarakat. Transformasi 
digital ini bukan hanya sekadar menciptakan 
efisiensi administratif, tetapi juga menjadi 
landasan untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan pelayanan bagi seluruh warga negara. 
(Mahmud, 2024; Ningtyas & Angin, 2024). 
Namun, tantangan mendasar seperti kurangnya 

aksesibilitas terhadap teknologi digital, 
ketimpangan antarwilayah dalam infrastruktur 
teknologi, serta kurangnya literasi digital di 
beberapa lapisan masyarakat menjadi hambatan 
utama dalam kesuksesan implementasi layanan 
publik berbasis digital (Lukman & Sakir, 2024).

Dalam teori tata kelola digital, konsep 
utama yang menjadi landasan adalah pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 
responsivitas dalam penyelenggaraan layanan 
publik (Ambarsari et al., 2024; Ningsih, 2024). 
Teori ini menekankan pentingnya integrasi 
teknologi dalam proses pengambilan keputusan 
dan manajemen organisasi untuk meningkatkan 
kualitas dan efisiensi layanan publik. Namun, 
pentingnya implementasi yang efektif dan 
inklusif dalam konteks Indonesia masih menjadi 
perdebatan, terutama mengingat tantangan sosial 
dan infrastruktur yang ada (Atmaja, 2024).

Meskipun upaya pemerintah Indonesia 
untuk memperkenalkan layanan publik 
berbasis digital telah meningkat, penelitian 
terkait masih terbatas dan belum banyak yang 
menggali aspek sosial, politik, dan institusional 
yang mempengaruhi implementasi dan 
efektivitasnya (Ramadhan et al., 2024). 
Oleh karena itu, tujuan utama penelitian 
ini adalah untuk mengeksplorasi status 
terkini, efektivitas, serta hambatan dalam 
implementasi layanan publik berbasis digital di 
organisasi sektor publik di Indonesia, dengan 
harapan memberikan wawasan yang lebih 
komprehensif dan rekomendasi yang relevan 
untuk meningkatkan pelaksanaan layanan 
publik digital di masa depan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan 
kualitatif dipilih untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang 
implementasi pelayanan publik berbasis 
digital di organisasi sektor publik di Indonesia. 
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Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti 
untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, 
pengalaman, dan pemahaman yang kompleks 
terkait fenomena yang diteliti (Fauziyah et al., 
2024; Rustianingsih, 2024).

Informan penelitian akan terdiri dari 
beragam pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
berbasis digital, termasuk pejabat pemerintah, 
pengelola layanan, dan masyarakat pengguna 
layanan. Dengan memilih informan yang 
beragam, diharapkan dapat diperoleh gambaran 
yang lebih lengkap dan representatif tentang 
situasi yang diamati(Romawati et al., 2024).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan meliputi wawancara mendalam, 
diskusi kelompok, dan analisis dokumen. 
Wawancara mendalam akan memberikan 
kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan 
wawasan yang kaya dan mendalam tentang 
pengalaman, persepsi, dan pandangan 
informan terkait dengan pelayanan publik 
berbasis digital(Diana et al., 2024; Romlah et 
al., 2024). Diskusi kelompok diharapkan dapat 
memfasilitasi pertukaran ide dan pandangan 
antara informan, serta memperkaya pemahaman 
tentang isu-isu yang relevan(Illahi et al., 2024). 
Selain itu, analisis dokumen akan digunakan 
untuk mengumpulkan data sekunder, seperti 
kebijakan, laporan, dan dokumen resmi terkait 
implementasi layanan publik berbasis digital di 
Indonesia.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis 
menggunakan pendekatan analisis tematik. 
Langkah-langkah analisis tematik meliputi 
pengkodean, pengelompokan tematik, dan 
interpretasi hasil (Choirunnisa et al., 2023; 
Khoirunnisak & Rodiyah, 2024). Melalui 
analisis ini, akan diidentifikasi pola-pola, 
temuan-temuan, dan makna-makna yang 

muncul dari data, yang kemudian akan 
diinterpretasikan untuk menyusun temuan 
penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pelayanan publik berbasis 
digital di berbagai organisasi sektor publik 
di Indonesia masih menghadapi sejumlah 
tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan 
utama yang dihadapi adalah kurangnya 
aksesibilitas terhadap teknologi digital, terutama 
di daerah-daerah yang masih terpinggirkan 
secara infrastruktur. Meskipun pemerintah 
telah melakukan upaya untuk menyediakan 
akses internet di seluruh wilayah, masih ada 
daerah-daerah yang mengalami keterbatasan 
aksesibilitas terhadap teknologi digital. Selain 
itu, tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat 
literasi digital di kalangan beberapa kelompok 
masyarakat. Literasi digital yang rendah dapat 
menghambat kemampuan individu untuk 
memahami dan menggunakan layanan publik 
berbasis digital secara efektif. Terutama bagi 
masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi 
atau memiliki keterbatasan dalam pemahaman 
digital, proses adaptasi terhadap layanan publik 
digital bisa menjadi sulit.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta 
menjadi penting dalam mengatasi tantangan 
ini. Perlu dilakukan investasi lebih lanjut 
dalam pengembangan infrastruktur teknologi, 
terutama di daerah-daerah terpencil, untuk 
meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan 
publik berbasis digital. Selain itu, program-
program pelatihan dan edukasi tentang literasi 
digital harus diperluas untuk memastikan 
bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang cukup untuk menggunakan 
layanan publik digital dengan efektif. Dengan 
mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan 
pelayanan publik berbasis digital dapat menjadi 
lebih efektif dan inklusif. Masyarakat Indonesia 
akan dapat mengakses layanan-layanan tersebut 
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dengan mudah dan merasakan manfaatnya 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital 
yang terus berkembang, memastikan bahwa 
semua orang memiliki kesempatan yang sama 
untuk mengakses dan menggunakan layanan 
publik digital adalah kunci untuk memastikan 
keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi 
seluruh masyarakat. (Prihartono, 2023).

Meskipun demikian, terdapat sejumlah 
aspek positif dalam implementasi pelayanan 
publik berbasis digital yang juga terungkap 
dalam penelitian ini. Salah satunya adalah 
peningkatan efisiensi dalam proses layanan, 
yang menghasilkan pengurangan waktu dan 
biaya baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 
Hal ini terutama terlihat dalam proses 
administrasi seperti pengurusan perizinan dan 
pembayaran pajak(Noeridha, 2023; Praditya & 
Maemunah, 2023). Selain itu, hasil penelitian 
juga mengindikasikan bahwa pelayanan publik 
berbasis digital telah membuka peluang untuk 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan dan monitoring 
pelayanan publik. Dengan adanya platform 
digital yang memungkinkan partisipasi publik, 
masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan 
masukan dan umpan balik terhadap kinerja 
pemerintah(Gea et al., 2023).

Namun, tantangan yang masih 
harus diatasi dan potensi yang masih 
harus dimaksimalkan menunjukkan bahwa 
implementasi pelayanan publik berbasis digital 
di Indonesia memerlukan pendekatan yang 
holistik dan terintegrasi. Diperlukan upaya 
yang lebih besar dari pemerintah, baik dalam 
hal penyediaan infrastruktur teknologi yang 
lebih merata maupun peningkatan literasi 
digital di masyarakat, untuk mencapai tujuan 
penyelenggaraan layanan publik yang lebih 
efektif dan inklusif.

Dalam pembahasan hasil penelitian 
ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
pelayanan publik berbasis digital di Indonesia 
menghadapi sejumlah tantangan yang 
perlu segera diatasi untuk meningkatkan 

efektivitas dan inklusivitasnya. Salah satu 
tantangan utama adalah aksesibilitas terhadap 
teknologi digital, terutama di daerah-daerah 
pedesaan dan terpencil. Hal ini sejalan dengan 
temuan(Sallu, 2023) yang menyatakan bahwa 
kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa 
wilayah masih menjadi kendala utama dalam 
menyelenggarakan layanan publik berbasis 
digital.

Peningkatan literasi digital di kalangan 
masyarakat juga menjadi krusial dalam 
memaksimalkan manfaat pelayanan publik 
berbasis digital. Sebagaimana disoroti oleh 
penelitian(Christover et al., 2023; Frinaldi, 
2023), literasi digital yang rendah dapat 
menghambat efektivitas penggunaan layanan 
publik digital. Oleh karena itu, perlu adanya 
program-program pelatihan dan edukasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan teknologi digital di kalangan 
masyarakat.

Di sisi lain, terdapat potensi besar dari 
implementasi pelayanan publik berbasis digital 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan dan 
monitoring pelayanan publik. Dengan adanya 
platform digital yang memfasilitasi partisipasi 
publik, seperti yang diungkapkan oleh 
(Kurniasih, 2023), masyarakat dapat lebih aktif 
berperan serta dalam memberikan masukan 
dan umpan balik terhadap kinerja pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan dan 
memaksimalkan potensi pelayanan publik 
berbasis digital di Indonesia, diperlukan upaya 
kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk 
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 
sektor swasta. Perluasan infrastruktur teknologi 
yang merata, peningkatan literasi digital di 
masyarakat, serta pengembangan platform 
yang lebih ramah pengguna merupakan 
langkah-langkah kunci yang perlu diambil 
untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 
layanan publik yang efektif dan inklusif di era 
digital ini.
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Implementasi pelayanan publik berbasis 
digital pada organisasi sektor publik di 
Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa 
langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu 
mengembangkan infrastruktur teknologi yang 
memadai untuk mendukung layanan publik 
digital, termasuk jaringan internet yang luas 
dan aman. Selanjutnya, organisasi sektor publik 
perlu merancang dan mengimplementasikan 
platform digital yang ramah pengguna dan 
menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat, seperti pembayaran online, 
pengajuan izin, dan pengaduan. Selain itu, 
pelatihan tentang literasi digital juga penting 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam menggunakan layanan publik secara 
online. Kerja sama antara pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga 
diperlukan untuk menciptakan ekosistem 
yang mendukung dan berkelanjutan dalam 
pengembangan pelayanan publik berbasis 
digital.

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik 
berbasis digital di organisasi sektor publik di 
Indonesia, ada beberapa bidang penelitian yang 
dapat dieksplorasi di masa depan. Pertama, 
penelitian tentang keamanan dan privasi data 
dalam konteks layanan publik digital sangat 
penting untuk memastikan bahwa informasi 
pribadi masyarakat aman dan terlindungi. 
Selanjutnya, studi tentang efektivitas dan 
efisiensi berbagai platform dan aplikasi digital 
dalam memberikan layanan publik dapat 
memberikan wawasan berharga bagi pengambil 
keputusan dalam meningkatkan kualitas 
layanan. Selain itu, penelitian tentang adopsi 
dan penerimaan masyarakat terhadap layanan 
publik digital juga penting untuk memahami 
faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 
partisipasi dan kepuasan masyarakat. Dengan 
melakukan penelitian lanjutan dalam bidang-
bidang ini, kita dapat terus meningkatkan dan 
memperbaiki pelayanan publik berbasis digital 
agar lebih responsif, efisien, dan inklusif bagi 
masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi pelayanan publik berbasis 
digital di organisasi sektor publik di Indonesia 
menjanjikan peningkatan signifikan dalam 
efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
layanan publik. Namun, tantangan yang 
signifikan seperti kurangnya akses terhadap 
teknologi digital dan tingkat literasi digital 
yang rendah di kalangan masyarakat menjadi 
hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, 
kerja sama lintas sektor antara pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, dan sektor 
swasta menjadi krusial dalam memperluas 
infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi 
digital, dan mengembangkan platform yang 
lebih ramah pengguna. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan pelayanan publik 
berbasis digital dapat memperoleh efektivitas, 
inklusivitas, dan responsivitas yang lebih 
baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat 
Indonesia di era digital.
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